BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 73 TAHUN 2011
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING AN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Menimbang

Mengingat

BUPATI MADIUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 aya®dihturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangoRe&n
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumbari D
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu npdaetal ata

cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoramg Elaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiu

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimamaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petabkan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengatarg —
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 TentangmBangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaharali
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangbBetukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ngnRengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenfdeggadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubghrd@&eraturan
Presiden Nomor 35 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TalR®96 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimahadiebah
ke dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negenmdr 21
Tahun 20011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 TalR(il tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial YanguBder
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahul 28&@ang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabuopat
Madiun;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahu® 28&@ang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahad Béhtang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahad Bhtang
Organisasi dan Tata Kerja Badan PenanggulanganaBanbaerah
Kabupaten Madiun;

12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2010 tentistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah KabupateuMadi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun;

3.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajibaahddatam rangka penyelenggaraan

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten ktadiu
Bupati adalah Bupati Madiun;

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan temgasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajdsah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang swigamjudisingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatdiuiMa

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjdisymkat PPKD adalah Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupateruhladi

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang stigajdisingkat SKPKD adalah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupateruladi

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Madiun.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyaglisi SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggamamgbar



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dakamyelenggaraan pemerintahan
daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sake¢t DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kep#&BDSadalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanagas gokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnyangkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin dekretaris daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan &kejsmdrah dalam rangka penyusunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perenddaerah, PPKD dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutrsiagkat RKA-PPKD adalah rencana
kerja dan anggaran Badan Pengelolaan KeuangansirDaerah Kabupaten Madiun.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutrsiagkiat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi progegmat&n dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjulisyiagkat DPA-PPKD merupakan
dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaamdéudan Aset Daerah Kabupaten
Madiun selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjulisyiagkat DPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja s&i@p $ang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa darefgintah daerah kepada pemerintah
atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daenasdsyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditatap&runtukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerusg ybertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupdbasagg dari pemerintah daerah kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakaigysifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi damkingkinan terjadinya resiko sosial.
Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yamgatd menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individdydega, kelompok dan/atau masyarakat
sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, &nilitik, fenomena alam dan bencana alam
yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosianakemakin terpuruk dan tidak dapat hidup
dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disinyi®HD adalah naskah perjanjian hibah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bedlagaah antara Pemerintah Daerah
dengan penerima hibah.
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21.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yéegtdk oleh anggota masyarakat warga

negara Republik Indonesia secara sukarela atag Basamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahauBg#& berperan serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasicdamdwadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila setknarganisasi non pemerintahan yang
bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuaimgang-undangan.

22.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhamtd&egyang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggabgn, dan pengawasan keuangan
daerah;

23.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalanubermiaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang akeeduntuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi SKPD;

24.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksamakeh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran tepakizr suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya bai§g parupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan lteknodana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebagasemasukan(input) untuk
menghasilkan keluargutput) dalam bentuk barang/jasa;

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tataracgpenganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabt@n nsenitoring dan evaluasi hibah dan
bantuan sosial

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapaicbeamg, barang, atau jasa.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasgia2 berupa uang atau barang.

BAB Il

HIBAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuairkpoan keuangan daerah.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayalildkpkan setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib.
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(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayatdi{@jukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemebatatah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaatkumtasyarakat.
(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayar{iy memenuhi kriteria:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menesadiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undandzam;
c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :
a. pemerintah;

pemerintah daerah lainnya,;
perusahaan daerabh;
masyarakat; dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

®oo0o

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dateal 5 huruf a diberikan kepada
satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintahkementerian yang wilayah kerjanya
berada dalam Pemerintah Daerah.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagairdanaksud dalam Pasal 5 huruf b
diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekdagnah sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimdikrd Pasal 5 huruf c diberikan
kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peaerhibah yang diterima pemerintah
daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuatugzergerundangundangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud d@daal 5 huruf d diberikan kepada
kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu daleidang perekonomian, pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadatedhragaan non-profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaidhiareksud dalam Pasal 5 huruf e
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yarantlik berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

(1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 éhgkeeliputi, dan tidak terbatas pada:
a. Rukun Tetangga;
b. Rukun Warga;
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Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan;

Badan Keswadayaan Masyarakat;

Lembaga Pendidikan;

Lembaga Penelitian/Pengkajian;
g. Kelompok Tani.

(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud &asal 6 ayat (5) meliputi, dan tidak
terbatas pada :
a. Majelis Ulama Indonesia (MUI);

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

Leguin Veteran Republik Indonesia (LVRI);

Korps Cacat Veteran Republik Indonesia;

Palang Merah Indonesia (PMI);

Dewan Harian Cabang 45 (DHC 45);

Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI);

Praja Muda Karana (PRAMUKA);

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan geal(RKK).

-~ o 2 o0

SQ@ "0 a0 o

Pasal 8

(1) Hibah berupa uang untuk pekerjaan konstruksi kepatsyarakat dan organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasanya hdapat diberikan sesuali
kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud paddigysnya dapat berbentuk rehabilitasi,
renovasi, dan pekerjaan konstruksi sederhana ntieligan tidak terbatas pada pekerjaan
pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemelihafaaan/tanah rakyat, pemeliharaan saluran
atau jalan desa.

(3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembefah Hierupa barang dan jasa
berpedoman pada peraturan perundang-undanganggréagadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 9

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dedasal 6 ayat (4) diberikan dengan
persyaratan:

memiliki kepengurusan yang jelas;

berkedudukan dalam wilayah administrasi PemeriD@érah;

kepengurusan lembaga/kelompok masyarakat masidddregengan baik;

oo op

pimpinan/penanggung jawab tidak sedang menjalaukisspidana;
e. memiliki rekening bank atas nama lembaga/kelompakyarakat.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaidiareksud dalam Pasal 6 ayat (5)
diberikan dengan persyaratan:
a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekuraragigoya 3 tahun, kecuali ditentukan
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lain oleh peraturan perundang-undangan;

berkedudukan dalam wilayah administrasi PemeriDiaérah;

memiliki sekretariat tetap;

kepengurusan organisasi masih berjalan dengan baik;

pimpinan/penanggungjawab tidak sedang menjalakissaidana;

organisasi tidak sedang masuk dalam daftar hitaemggwasan pengadilan, dan
dihentikan;

g. memiliki rekening bank atas nama organisasi kenrakggan.

~®ao00C

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 10

Hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah laidaggerusahaan daerah mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapatamgaykan usulan hibah secara tertulis
kepada Bupati berupa proposal dengan persetujysiekdesa/lurah dan camat setempat.

(2) Bupati memberikan disposisi kepada SKPD terkaitukintnelakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila hasil evaluasi disimpulkan usulan tidaketligui, maka kepala SKPD terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan &dhaguhti disertai alasannya.

(4) Apabila hasil evaluasi disimpulkan usulan disetujpaka kepala SKPD terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evalobesgipa rekomendasi kepada Bupati
melalui TAPD sebagaimana format yang tercantumnd&lampiran | Peraturan Bupati ini.

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi aghaga dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangashdaer

Pasal 12

(1) Usulan atau proposal sebagaimana dimaksud dBksal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat :

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran unmmengenai fakta-fakta dan
permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangksadilakannya kegiatan yang
diajukan;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksudtagj@an dilaksanakannya kegiatan
yang akan dibiayai dari dana hibah;

C. susunan kepengurusan, berisi uraian susunan pengang disahkan oleh pejabat yang
berwenang (berikut lampiran copi/rekaman yang diisg oleh pejabat intansi yang



d.

berwenang);
domisili, berisi tempat keberadaan / alamat pusdtidukan kegiatan kepengurusan;

e. struktur organisasi pelaksana pekerjaan kontrukeisks untuk usulan hibah dalam

bentuk uang yang akan dipergunakan untuk pekekjaastruksi;

f. tandatangan dan nama lengkap penanggungjawadrimenhibah berikut stempel/cap

lembaga/kelompok masyarakat

(2) Usulan atau proposal sebagaimana dimaksudayadd1) diajukan dengan dilampiri:

a.

lampiran copi/rekaman identitas diri atau kartu denpenduduk penanggungjawab
penerima hibabh;

. lampiran asli surat keterangan terdaftar yang lgitean oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan

. lampiran asli surat pernyataan tidak sedang tekawlilik internal dan sengketa hukum;
. lampiran copi/rekaman bukti kepemilikan/penguasasah dan/atau bangunan yang sah

yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah untuk usk&giatan pekerjaan konstruksi;

. lampiran copi/rekaman Akte Pendirian dan/atau AnggaDasar / Anggaran Rumah
Tangga;
lampiran  copi/rekaman rekening bank atas nama Igaikelompok
masyarakat/organisasi kemasyarakatan;

.rincian jumlah uang dan/atau jenis barang dan/@ais jasa yang diinginkan atau
diminta;

. rencana pemanfaatan dan pertanggungjawaban hagibina

lampiran copi/rekaman KTP dan ijazah tenaga/pergmmanggung jawab teknik yang
berlatar belakang pendidikan sekurang-kurangnyalalekmenengah kejuruan jurusan
teknik sipil/lbangunan khusus usulan bantuan hilvabkupekerjaan konstruksi;

Pasal 13

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tentuntuk :
a. mengetahui kewajaran harga yang diusulkan;

b. mengetahui kelayakan kebutuhan yang diusulkan;

@ "o oo

menentukan besaran uang yang layak diberikan;

memastikan adanya kegiatan roda organisasi/lembaggarakat;

memastikan keberadaan domisili organisasi/lembaagyanakat;

memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan bpkmmah dilaksanakan;

memastikan tidak adanya konflik internal dalam argasi/lembaga masyarakat;

memastikan tidak adanya sengketa hukum, sanksha@idaasuk daftar hitam, pengawasan

pengadilan dan kegiatan organisasi dihentikan iolgtiansi berwenang;

memastikan keabsahan dokumen yang dimiliki.
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Pasal 14

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD s@haga dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantumamsil@nggaran hibah dalam rancangan
KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaadadgat (1), meliputi anggaran hibah
berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 15

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam-8KRD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud padd éyadan ayat (2) menjadi
dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai pargigarandang-undangan.

Pasal 16

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok teektgk langsung, jenis belanja hibah,
obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan padddPPK

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalammkek belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yaocatkan kedalam jenis belanja barang
dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasarmkekepada pihak ketiga/masyarakat, dan
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kep#muk ketiga/masyarakat berkenaan pada
SKPD.

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud padaRydan ayat (2) dicantumkan nama
penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasaakabPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atehejasesarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 18

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yatagdhtangani bersama oleh Kepala
SKPD dan penerima hibah.
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuattkatemengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima
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hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran/penyerahan hibabh;

tata cara pelaporan hibah;

cara penyelesaian perselisihan;

. jJangka waktu pelaksanaan perjanjian; dan
I. addendum pengguna hibah, bila diperlukan.

(3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (Znenm dalam Lampiran Il Peraturan
Bupati ini

Sa@ ™0 Qo

Pasal 19

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah besertardresiang atau jenis barang atau jasa
yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berkias Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud padat 4§x menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Dakeplada penerima hibah dilakukan
setelah penandatanganan NPHD dan penandatangddannpegitas oleh penerima hibah.

Pasal 20

(1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengg@anisme pembayaran langsung (LS)
untuk disalurkan ke rekening bank kelompok masyardkrganisasi kemasyarakatan.
(2) Pencairan hibah dalam bentuk uang untuk kegiatarkanstruksi dapat dilakukan sekaligus /
1 (satu) kali atau secara bertahap sesuai konelisirigan daerah.
(3) Pencairan hibah dalam bentuk uang untuk kegiat&erjgan konstruksi dilakukan secara
bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
a. 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan sietletah penandatanganan NPHD;
b. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan daaaika pekerjaan telah mencapai 30%
(tiga puluh perseratus); dan
c. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan daahika pekerjaan telah mencapai 60%
(enam puluh perseratus).
(4) Penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembebam lerupa barang dan jasa berpedoman
pada Peraturan Perundang-undangan tentang pendzataag/jasa.
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Bagian Empat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporaggpeaan hibah kepada Bupati
melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyamplagaran penggunaan hibah kepada
Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 23

(1) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimarakslid dalam Pasal 22 ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat :

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umungen@i pelaksanaan kegiatan yang
telah dilakukan penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud tdgman disusunnya laporan
penggunaan hibah;

c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegigtang telah dilaksanakan sesuai dengan
poposal hibah yang telah diajukan;

d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentagggaan yang telah dibelanjakan;

e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang pemtuki disampaikan terkait dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan;

f. tandatangan dan nama lengkap pimpinan/penanggualgjagenerima hibah serta
stempel/cap lembaga atau organisasi;

g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telédikdanakan;

h. khusus untuk pekerjaan konstruksi, penerima hibaleporkan secara berkala peril
kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaangieuan

(2) Laporan penerimaan hibah berupa barang atau jds@aenana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) sekurang-kurangnya memuat penjelasan mangenggunaan hibah berupa barang
atau jasa telah sesuai dengan usulan/proposaltgiaigdiajukan dan ditandatangani beserta
nama lengkap pimpinan/penanggungjawab peneriméahlsbda stempel/cap lembaga atau
organisasi;

Pasal 24

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jeeianfa hibah pada PPKD dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagasaeatibyek belanja hibah pada jenis belanja
barang dan jasa dalam program dan kegiatan pad® &{Rait.
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Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pembérammeliputi:

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar pendiimah;

c. NPHD;

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatdi@hwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; sebagaimana format tgacantum dalam Lampiran llla
Peraturan Bupati ini; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupg atau bukti serah terima barang/jasa atas
pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 26

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal ddaria atas penggunaan hibah yang
diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakawabaibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD, sebagaimana format yangmnemnm dalam Lampiran [Va
Peraturan Bupati ini; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sgmraturan perundang-undangan bagi
penerima hibah berupa uang atau salinan bukti dergha barang/jasa bagi penerima
hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada2ayair(f a dan huruf b disampaikan
kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Jartahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada &yathuyruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pksaan.

Pasal 27

(1) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jdmatals Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh kanékuntan publik / pejabat yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jwasapai dengan Rp.500.000.000,00
(ima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audieh pejabat yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh kantor akuniialiksebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus bersifat atestasi atau dapat memberikadgpat tentang kecukupan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pggiangjawaban.
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(4) Pembiayaan penggunaan jasa akuntan publik sebagmindanaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada penerima hibah.

Pasal 28

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangamefhtah Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepaderipe hibah sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai paasedalam neraca.

Pasal 29

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikeikea sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dagldipkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan PeasthelDatrah.

(2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barangtdang@sa sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundgagagan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kegpagigota/kelompok masyarakat sesuai
kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pgda (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib atengemperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyaraka

Pasal 31

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimakdadchd@asal 30 ayat (1) meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mangakeadaan yang tidak stabil sebagai
akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, benaaatau fenomena alam agar dapat memenuhi
kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagandan bidang lain yang berperan
untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau maakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.
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Pasal 32

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud &asah 30 ayat (1) memenuhi kriteria:

a. selekiif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, keadslm keadaan tertentu dapat
berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayahtuf a diartikan bahwa bantuan sosial
hanya diberikan kepada calon penerima yang ditajukduk melindungi dari kemungkinan
resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimamekdud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerin@aherah.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menemlzagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan soslaktivajib dan tidak harus diberikan setiap
tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimamaksiud pada ayat (1) huruf c diartikan
bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahggaman sampai penerima bantuan telah
lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dumgkada ayat (1) huruf d bahwa tujuan
pemberian bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

o

perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial,

e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 33

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalaml Basayat (6) huruf a ditujukan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseoraggnyengalami disfungsi sosial
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secaaa. waj

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Basgat (6) huruf b ditujukan untuk
mencegah dan menangani resiko dari guncangan dant&ean sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnyat digpenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalaim3Rasgat (6) huruf c ditujukan untuk
menjadikan seseorang atau kelompok masyarakatrgangalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
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(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasaye282(6) huruf d merupakan skema
yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan degat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksuan dBlsal 32 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yangkwllan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau meggisumber mata pencaharian dan
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kesiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud datain3R ayat (6) huruf f merupakan
serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi

Pasal 34

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang ytemgneé langsung oleh penerima bantuan
sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksadayati (1) adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasigpvariak miskin, yayasan pengelola yatim
piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usiaatedr, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksda ayat (1) adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima sepantudn kendaraan operasional untuk
sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak onafmgmtuan perahu untuk nelayan
miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim pigia/sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 35

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulanli;skepada Bupati berupa proposal
dengan persetujuan kepala desa/lurah dan camatpsste

(2) Bupati memberikan disposisi kepada SKPD terkaiti &&PD yang memiliki tugas dan
fungsi sesuai jenis / kegiatan yang diusulkan umi@takukan evaluasi usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila hasil evaluasi disimpulkan usulan tidaketligjui maka kepala SKPD terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan &dhguhti disertai alasannya.

(4) Apabila hasil evaluasi disimpulkan usulan disetujiaka Kepala SKPD terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaloesgipa rekomendasi kepada Bupati
melalui TAPD sebagaimana format yang tercantumnd&lampiran | Peraturan Bupati ini.

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi aghaga dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangaalDaer
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Pasal 36

(1) Usulan atau proposal dari anggota/kelompokyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umuengenai fakta-fakta dan
permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangiaiaya usulan bantuan sosial,

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksuduaan diajukannya usulan bantuan
sosial;

c. susunan kepengurusan khusus untuk lembaga non ipgahan, berisi uraian susunan
pengurus yang disahkan oleh pejabat yang berwe(t@rkut lampiran copi/rekaman
dan dilegalisir oleh pejabat intansi yang berwefang

d. domisili, berisi tempat keberadaan / alamat rumattuku masyarakat atau pusat
kedudukan kegiatan kepengurusan bagi lembaga noarpgahan;

e. struktur organisasi pelaksana pekerjaan kontruksisks untuk usulan bantuan sosial
dalam bentuk uang yang akan dipergunakan untukrjaakekonstruksi;

f. tandatangan dan nama lengkap penanggungjawab penbantuan sosial dan khusus
lembaga non pemerintahan berikut stempel/cap lemmbag

(2) Usulan atau proposal sebagaimana dimaksual gozat (1) diajukan dengan Lampiran;

a. copi/rekaman identitas diri atau kartu tanda pen#ugenanggungjawab penerima
bantuan sosial,

b. asli surat pernyataan tidak sedang terjadi konfitkernal dan sengketa hukum khusus
untuk lembaga non pemerintahan;

c. copi/rekaman dokumen pendirian / pembentukan lembagn pemerintahan atau
dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. copi/rekaman rekening bank khusus untuk lembaggearerintahan;

e. rincian jumlah uang dan/atau jenis barang dan/@ais jasa yang diinginkan atau
diminta;

f. rencana pemanfaatan dan pertanggungjawaban hasilabakhusus untuk lembaga non
pemerintahan;

g. copi/rekaman KTP dan ijazah tenaga/personil penamggawab teknik yang berlatar
belakang pendidikan sekurang-kurangnya sekolah mgae kejuruan jurusan teknik
sipil/lbangunan khusus usulan bantuan sosial urgk&ran konstruksi;

Pasal 37

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tentuntuk :
a. mengetahui kewajaran harga yang diusulkan;

b. mengetahui kelayakan kebutuhan yang diusulkan;

c. menentukan besaran uang yang layak diberikan;
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memastikan adanya kegiatan roda organisasi untolidga non pemerintahan;

memastikan keberadaan domisili masyarakat/lembaggemerintahan;

memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan bpemmah dilaksanakan;

memastikan tidak adanya konflik internal dalam lagdgonon pemerintahan;

memastikan lembaga non pemerintahan tidak seddaghdgengketa hukum, terkena sanksi
pidana, termasuk daftar hitam, dalam pengawasagapédan dan kegiatan organisasinya
dihentikan oleh instansi berwenang;

I. memastikan keabsahan dokumen yang dimiliki oletbba non pemeintahan.

Se oo

Pasal 38

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD s@haga dimaksud dalam Pasal 35
ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantumakasilanggaran bantuan sosial dalam
rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimalksiad gyat (1), meliputi anggaran
bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 39

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKKRERP

(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam BKRD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud padd éyadan ayat (2) menjadi
dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD gesadiiran perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksadhddhasal 39 ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis beldmntuan sosial, obyek, dan rincian
obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimalkdach dPasal 39 ayat (2) dianggarkan
dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikegialam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasgelolbelanja bantuan sosial barang
berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak keaggéarakat, dan rincian obyek belanja
bantuan sosial barang yang akan diserahkan piltajakeasyarakat berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksdd pgat (1) dan ayat (2) dicantumkan
nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 41

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa ualasaan atas DPA-PPKD.
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(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa baatagérkan atas DPA-SKPD.

Pasal 42

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran darsosial dengan Keputusan Bupati
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD danupmmaBupati tentang penjabaran
APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkam gefthr penerima bantuan sosial yang
tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana diudgleda ayat (1).

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukaradergya pembayaran langsung (LS).

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan aitapai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui medaritambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerimaapasbsial sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaang bantuan sosial.

(6) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagainraaégiid pada ayat (4) dan (5) dilakukan
sekaligus atau sebanyak 1 (satu) kali.

(7) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepadanperaéituangkan dalam berita acara
serah terima.

Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembenarabaosial berupa barang berpedoman
pada peraturan perundang-undangan tentang pendaaia@ag/jasa.

Bagian Empat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

(1) Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sberalpa uang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melaluDP&#hgan tembusan kepada SKPD
terkait dengan diketahui oleh kepala desa/lurahcdamat setempat.

(2) Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sdstalipa barang menyampaikan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupatsilundepala SKPD terkait dengan
diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat

Pasal 45

(1) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uangasetzexa dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(1) sekurang-kurangnya memuat :
a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umungen@i pelaksanaan kegiatan yang
telah dilakukan penerima bantuan;
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b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud tdgmn disusunnya laporan

penggunaan bantuan;

c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegigtang telah dilaksanakan sesuai dengan
poposal yang telah diajukan;

d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentagggaan yang telah dibelanjakan;

e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang pemtuki disampaikan terkait dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan;

f. tandatangan dan nama lengkap pimpinan/penanggualgjgenerima bantuan sosial
disertai stempel/cap lembaga dengan diketahui depala desa/lurah dan camat
setempat;

g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telédikdanakan;

h. khusus untuk pekerjaan konstruksi, penerima bamuaaporlan secara berkala perih
kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaangieuan

(2) Laporan penerimaan bantuan sosial berupa bararapaeiana dimaksud dalam pasal 44
ayat (2) sekurang-kurangnya memuat penjelasan mangeenggunaan bantuan berupa
barang telah sesuai dengan usulan/proposal yaaly tihjukan dan ditandatangani beserta
nama lengkap pimpinan/penanggungjawab penerimaidarsierta stempel/cap lembaga atau
organisasi dengan diketahui oleh kepala desa/lmatcamat setempat;

Pasal 46

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai ragkses belanja bantuan sosial pada PPKD
dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagaiasiatibyek belanja bantuan sosial pada jenis
belanja barang dan jasa dalam program dan kegatden SKPD terkait.

Pasal 47

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemban&man sosial meliputi:

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepagatBu

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar pendramtan sosial,

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yaegyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan,sef@ga format yang tercantum dalam
Lampiran IlIb Peraturan Bupati ini; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian dargasial berupa uang atau bukti serah
terima barang atas pemberian bantuan sosial bbarpag.

Pasal 48

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secanaalfatan material atas penggune
bantuan sosial yang diterimanya.
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(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerintadrasosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakanaahwuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan, sebagain@naatf yang tercantum dalam
Lampiran Vb Peraturan Bupati ini; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sgmraturan perundang-undangan bagi
penerima bantuan sosial berupa uang atau salirkdinsewah terima barang bagi penerima
bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada2ayair(f a dan huruf b disampaikan
kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Jartahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada &yathuyruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selajkekgiiemeriksaan.

Pasal 49

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada lapaaarigan Pemerintah Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserdkdq@ada penerima bantuan sosial sampai
dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkesgaepersediaan dalam neraca.

Pasal 50

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonverskauai standar akuntansi pemerintahan
pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkaa qgetdtan atas laporan keuangan dalam
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barangtdang@sa sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundgagagan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi prsberian hibah dan bantuan sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimakzadh ayat (1) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 52

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaing@maksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdapat
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penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidslkaiselengan usulan yang telah disetujui,

penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkikanakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PematBupati Madiun Nomor 26A Tahun 2009

tentang Tata Cara Pemberian dan PertanggungjanBdatuan Sosial Pemerintah Kabupaten
Madiun dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tah@bO2tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemerintah Kabopdadiun dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanuselagngan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2011
BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM
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LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 Desember 2011

[ CONTOH FORMAT }

KOP SURAT SKPD

SURAT REKOMENDASI
NOMOR @ ..,

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial, yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA e
(ditulis: nama Kepala SKPD)
JABATAN e
menyatakan  bahwa  permohonan/usulan/proposal Nomor ............ tanggal.............. yang

diajukan/disampaikan oleh :

NAMA e e
(ditulis nama: individu, keluarga, dan/atau
masyarakat/lembaga non pemerintahan/lembaga
masyarakat/organisasi kemasyarakatan)

NAMA PENANGGUNGJIAWAB | it

PENERIMA

ALAMAT PP

disetujui untuk dapat diberikan hibah/bantuan sosial berupa :

No. Jenis dan uraian Jumlah / Volume
1 2 3

apabila kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun mencukupi pada Tahun Anggaran ..........

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SKPD,

(Tanda tangan)

( Nama lengkap )
NIP. (i,

BUPATI MADIUN,

ttd
TEMBUSAN:
1. Yth. Bapak Bupati Madiun sebagai laporan MUHTAROM
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Kab.Madiun selaku Ketua TAPD.
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 Desember 2011

[ CONTOH FORMAT 1

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DENGAN

veeern... (Lembaga Penerima Hibah )

Nomor : 188.6/ 1402. ...... 120........

NOMOK & o
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA ..........ooceee. (Lembaga Penerima Hibah )
Pada hari ini, .......... tanggal ...... bulan ........ Tahun Dua Ribu ......... , yang
bertandatangan dibawah ini :
Lo (Nama Kepala SKPD) : Kepala ....... (Nama SKPD), berkedudukan di
Jalan ....... No. ..... Madiun, bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
| (Nama Pimpinan) ... (Jabatan dalam Lembaga ),

berkedudukan di ........... , dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama .....................
( Lembaga Penerima Hibah ), selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Hibah Tahun Anggaran
........ dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pemberian hibah ini bertujuan untuk ................ (sesuai proposal yang diajukan)

Pasal 2
BESARAN/RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima

hibah dari PIHAK KESATU berupa ................... yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran ....... , dengan Nomor
Kode Rekening ..........cc........

(2) Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ............... dengan rincian

penggunaan sesuai dalam Rencana Kegiatan yang merupakan lampiran tidak terpisah dari
Naskah Perjanjian Hibah ini.
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Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 73
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan
hibah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban hibabh.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

a. melaksanakan penatausahaan hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;

c. menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari
hibah ;

d. membuat pernyataan Pakta Integritas ;

e. membuat surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah sesuai dengan proposal
yang diajukan ; dan

f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4
TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pilih salah satu :
*) Pencairan dana hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung yang disalurkan
ke dalam rekening bank atas nama .....................

*) Pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap ke dalam rekening bank atas nama
............... dengan ketentuan sebagai berikut :
a. 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana setelah penandatanganan NPHD ;
b. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai
30% (tiga puluh perseratus) ; dan
c. 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai
60% (enam puluh perseratus).

*) Penyerahan hibah .............. ( nama barang/jasa ) dituangkan dalam berita acara serah
terima.

Pasal 5
TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Tata cara pelaporan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten
Madiun.
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Pasal 6
ADDENDUM RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

(1) Dalam hal terdapat perubahan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran,
PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak
menambah jumlah/nominal dan tujuan penggunaan hibah.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang
merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Hibah ini, maka akan
diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berakhir ..............

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini dapat diatur lebih lanjut
dalam Addendum ;

(2) Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

................. (Nama)
............... ( Pangkat )
........................ (NIP)

BUPATI MADIUN,
ttd

MUHTAROM
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LAMPIRAN llla : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 Desember 2011

Contoh Format bagi penerima hibah :
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama T
NOMOr KTP i e,
Alamat e

Jabatan e

Dalam rangka pelaksanaan hibah dari Pemerintah Kabupaten Madiun, dengan ini
menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) ;

2. akan menggunakan hibah dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah
Perjanjian Hibah serta pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati
Madiun Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun;

3. apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan hibah sehingga
menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, .....ccoeveenennn.n. 20 ........

............ (Nama lembaga penerima hibah)
Ketua/Pimpinan,

Materai
Rp. 6.000

( Nama terang dan Stempel )

BUPATI MADIUN,
ttd

MUHTAROM
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LAMPIRAN b : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 Desember 2011

Contoh Format bagi penerima bantuan sosial :
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama T
NOMOr KTP i e,
Alamat e

Jabatan e

Dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Madiun, dengan
ini menyatakan bahwa saya :

4. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) ;

5. akan menggunakan bantuan sosial dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial
dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 73
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial Pemerintah Kabupaten Madiun;

6. apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan bantuan sosial
sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

............ (Nama lembaga penerima bantuan
sosial)
Ketua/Pimpinan,

Materai
Rp. 6.000

( Nama terang dan Stempel )

BUPATI MADIUN,
ttd

MUHTAROM
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LAMPIRAN IVa : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 Desember 2011

Contoh Format ( bagi penerima hibah ):
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama T
NOMOr KTP i e,
Alamat e

Jabatan TR

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah menggunakan hibah
tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah serta
pelaksanaannya telah mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Madiun dan saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap
penggunaan hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

............ (Nama lembaga penerima hibah)
Ketua/Pimpinan,

Materai
Rp. 6.000

( Nama terang dan Stempel )

BUPATI MADIUN,
ttd

MUHTAROM
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LAMPIRAN IVb : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 Desember 2011

Contoh Format ( bagi penerima bantuan sosial ):
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama T
NOMOr KTP i e,
Alamat e

Jabatan TR

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial telah
menggunakan bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial dan
pelaksanaannya telah mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Madiun dan saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap
penggunaan bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, ......ccoevveneenn.. 20 ........

............ (Nama lembaga penerima
bantuan sosial)
Ketua/Pimpinan,

Materai
Rp. 6.000

( Nama terang dan Stempel )

BUPATI MADIUN,
ttd

MUHTAROM



